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Abstrak
 

Tesis ini membahas Pluralisme Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Hak Guna Usaha Perkebunan di

Indonesia Studi Kasus Tumpang Tindih Dengan Pertambangan, Kehutanan dan Tanah Ulayat. Penelitian ini

bersifat yuridis normatif dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue

approach). Kebijakan pengaturan sektor pertanahan khususnya dalam penetapan pemberian Hak Guna

Usaha dalam implementasi banyak aturan yang mendasarinya.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna

Usaha perkebunan di Indonesia dan permasalahan yang diakibatkan pluralisme kebijakan pemerintah dalam

penetapan Hak Guna Usaha dan untuk mengetahui sejauh mana pluralisme kebijakan pemerintah dalam

penetapan pemberian Hak Guna Usaha di Indonesia mengakibatkan tumpang tindih Hak Guna Usaha

perkebunan dengan sektor lain khususnya perizinan pertambangan, perizinan kehutanan dan tanah ulayat

beserta dampaknya.

Hasil dari penelitian ini adalah pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha tidak

dapat terlepas dari kebijakan pemerintah dalam sektor lainnya yaitu sektor pertambangan dan kehutanan,

serta tanah ulayat dan pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha tersebut

menyebabkan tumpang tindihnya Hak Guna Usaha perkebunan dengan sektor lainnya terutama dengan

sektor pertambangan dan kehutanan, serta tumpang tindih dengan tanah ulayat penyelesaiannya tidak mudah

karena masing-masing sektor berpegang kepada Undang-Undang sektoralnya dan Undang-Undang sektoral

itu sama derajatnya.

......This thesis focuses on the Pluralism of Government Policy in the Stipulation of Right of Cultivation (hak

guna usaha) for Plantation in Indonesia (Study Case on Overlapping of Mining, Forestry and Communal

Rights). The research is legal norm in nature and the data collection to be used shall be conducted through

library research with a statue approach. Regulation policy in the land sector, in particular the stipulation of

Right of Cultivation (hak guna usaha) in practice is based on many regulations.

The objective of this research is to reveal the pluralism of government policy in the stipulation of right of

cultivation (hak guna usaha) for plantation in Indonesia and the problems attributable to pluralism of

government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) and to reveal the extent of

pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) in Indonesia

causing overlapping of right of cultivation (hak guna usaha) for plantation with other sectors, especially with

the mining permit, forestry permit and communal rights along with its effects.

The result of this research reveals that the pluralism of government policy in the stipulation of right of
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cultivation (hak guna usaha) is closely related to the government’s policies in other sectors, namely the

mining, forestry and communal rights sectors and therefore causing overlapping of right of cultivation (hak

guna usaha) with other sectors, mainly with mining, forestry and communal rights sectors in which the

settlement is not easy as each of those sectors has their own law having equal legal force.


